SALINAN

MENTERI DALAM NEGERI
REPUBLIK INDONESIA

PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 4 TAHUN 2014

TENTANG

BATAS DAERAH KABUPATEN BIREUEN DENGAN KABUPATEN PIDIE JAYA
PROVINSI ACEH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka tertib administrasi pemerintahan di
Kabupaten Bireuen dan Kabupaten Pidie Jaya Provinsi
Aceh, perlu ditetapkan batas daerah secara pasti antara
Kabupaten Bireuen dengan Kabupaten Pidie Jaya Provinsi
Aceh;

b. bahwa penetapan batas daerah antara Kabupaten Bireuen
dengan Kabupaten Pidie Jaya sebagaimana dimaksud
dalam huruf a telah disepakati oleh Pemerintah Kabupaten
Bireuen dan Kabupaten Pidie Jaya yang difasilitasi oleh
Pemerintah Provinsi Aceh dan disetujui oleh Tim
Penegasan Batas Daerah Tingkat Pusat;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan
Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia tentang Batas
Daerah Kabupaten Bireuen dengan Kabupaten Pidie Jaya
Provinsi Aceh;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 1956 tentang
Pembentukan Daerah Otonom Propinsi Aceh dan
Perubahan Peraturan Pembentukan Propinsi Sumatera
Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956
Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 1103);

2. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 1999 tentang
Pembentukan Kabupaten Bireuen dan Kabupaten
Simeuleu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
1999 Nomor 176, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 3897) sebagaimana telah diubah dengan
Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2000 tentang Perubahan
Atas Undang-Undang Nomor 48 Tahun 1999 tentang
Pembentukan Kabupaten Bireuen dan Kabupaten
Simeuleu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2000 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 3963);
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7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor
76 Tahun 2012 tentang Pedoman Penegasan Batas Daerah
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor
1252);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK
INDONESIA TENTANG BATAS DAERAH KABUPATEN
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Sandeng Kecamatan Meurah Dua Kabupaten Pidie Jaya;
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KEPALA BIRO HUKUM,
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ttd
Pasal 5
ZUDAN ARIF EAKRULLOH

Pembina Utama. ] enteri  ini mulai berlaku pada tanggal
NIP. 19690824%%@%1

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan
pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatanny
dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 10 Januari 2014

MENTERI DALAM NEGERI
REPUBLIK INDONESIA

ttd
GAMAWAN FAUZI

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 16 Januari 2014

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd
AMIR SYAMSUDIN
BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2014 NOMOR 61

Salinan Sesuai Dengan Aslinya

www.regulasip.com



-
£ el

M e b T XX
| I T (13430 M B DY SR
TR 2L 340 300 WL i S

i e i R i e
LI TE A | RIS S

(4, FeS ¥ D I e s

TR i T 157305 A T I S

L IIN 18 T AR S

T BT W1 0 s T,

[P PO | T i b Sl

T RS W I

T e e

L B e e

TR LN GTR
R
“‘.
WEEALA BEG IUKIN
Bomblea {1 Mad (IVA}
M 1M 1wt

www.regulasip.com




www.regulasip.com



	Page 1
	Page 2
	Page 3
	Page 4
	Page 5
	Page 6
	Page 7



